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KATA SAMBUTAN 

 

Prof. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., M.H. 

Guru Besar Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Gorontalo 

 

Bismilahhirrahmanirrahim 

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas berkat dan rahmat-Nya, karena kita masih diberikan 

nikmat kesehatan yang tidak ternilai harganya. Penulisan buku 

Oleh bapak Mohamad Hidayat Muhtar merupakan buah karya luar 

biasa dari pemikLUDQ�SHQXOLV�\DQJ�GLEHUL� MXGXO�´3HUDWXUDQ�'DHUDK�

6\DULDK� GDODP� 6LVWHP�+XNXP�1DVLRQDOµ�� 6D\D�PHQ\DGDUL�EDKZD�

Indonesia sebagai negara islam terbesar di dunia sangat diperlukan 

bacaan atau literatur ilmiah mengenai penerapan hukum islam 

yang dikodifikasikan dengan peraturan perundang-undang di 

Indonesia.  

Saya sendiri yang memiliki minat besar terhadap kajian-

kajian hukum islam, sangat menyambut baik penerbitan buku ini, 

sebagai rujukan dan aktualisasi integrasi hukum islam terhadap 

hukum nasional yang berimplikasi pada bidang hukum dan sosial 

kultur secara nasional. 

Buku ini secara prinsip menelaah konstitusi Indonesia 

terhadap peraturan daerah syariah merupakan gagasan 

ketatanegaraan yang subtansial, karena baik secara peraturan 

perundang-undangan dan implikasi sosial penerapan perda syariah 

masih menjadi pro kontra.  

Saya secara pribadi menyambut baik buku ini sebagai 

sumbangsih ilmiah yang besar baik bagi kalangan akademisi, 

politisi, pemerintah, dan pemangku kepentingan serta masyarakat. 

Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan 

membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. 

Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan. 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismilahhirrahmanirrahim 

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan 

buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran 

SHQXOLV�\DQJ�GLEHUL�MXGXO�´3HUDWXUDQ�'DHUDK�6\DULDK�GDODP�6LVWHP�

+XNXP� 1DVLRQDOµ�� 6D\D� PHQ\DGDUL� EDKZD� WDQSD� EDQWXDQ� GDQ�

bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk 

menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan 

banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu 

penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan 

pembaca.  

Buku ini memberikan pandangan terkait salah satu 

kewenangan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah 

adalah kewenangan untuk membentuk peraturan daerah (perda). 

Konsepsi perda syariah sebagai bagian dari hubungan antara 

agama dan Negara harus ditempatkan pada koridor yang 

paripurna sebagai jembatan hubungan hukum agama dan Negara. 

Oleh karena itu kewenangan daerah dalam membuat perda syariah 

yang ditinjau dalam pasal 29 ayat (1) haruslah benar-benar 

berlandaskan pada prinsip hukum dan asas perundang-undangan 

yang baik. 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun 

sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya 

berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala 

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan 

membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 
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BAB 

1 PENDAHULUAN 

 

Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara berdasar 

atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaannya itu. Ketentuan Pasal 29 UUD 1945 yang 

menyatakan negara berdasar atas keTuhanan Yang Maha Esa, 

mengandung makna bahwa negara berkewajiban membuat 

peraturan perundang-undangan, atau melakukan kebijakan-

kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. Di samping itu, negara berkewajiban membuat 

peraturan perundang-undangan yang melarang siapapun 

melakukan penistaan1 terhadap ajaran agama. 

Sejarah mencatat bahwa arus reformasi telah bergulir di 

Indonesia mulai Tahun 1998. Reformasi pasti menuntut adanya 

demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara dan juga dalam proses pembentukan peraturan 

perundang-undangan. Salah satu akibat dari arus Reformasi yang 

 

1  Penodaan Agama Yang Kerap Disebut Penistaan Agama Yang Diatur 

Dalam Ketentuan Pasal 156 Huruf A Kuhp Ini Sesungguhnya 
Bersumber Dari Pasal 4 Uu No. 1/Pnps/1965 Tentang Pencegahan Dan 
Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (Uu No. 1/Pnps/1965) 
Yang Berbunyi: µ'LSLGDQD�'HQJDQ�3LGDQD�3HQMDUD�6HODPD-Lamanya Lima 
Tahun Barangsiapa Dengan Sengaja Di Muka Umum Mengeluarkan Perasaan 
Atau Melakukan Perbuatan Yang Pada Pokoknya Bersifat Permusuhan, 
Penyalahgunaan Atau Penodaan Terhadap Suatu Agama Yang Dianut Di 
,QGRQHVLD�µ 

PENDAHULUAN 
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BAB 

2 NEGARA HUKUM YANG BERDAULAT 

 

A. Negara Hukum 

)UDVD�´the Rule of Lawµ�KDUXV�GLEHGDNDQ�GHQJDQ�IUDVD�´a 
Rule of Lawµ� Frasa terakhir digunakan untuk menunjuk 

beberapa aturan hukum tertentu seperti penegakan hukum, 

moralitas hukum dan aturan hukum positif Itu adalah aturan 

hukum, tetapi Aturan Hukum adalah salah satu cita-cita 

moralitas politik kita dan mengacu pada kekuasaan hukum itu 

sendiri dan institusi sistem hukum dalam sistem 

pemerintahan.17 

Rule of Law terdiri dari sejumlah prinsip yang bersifat 

formal dan prosedural, yang mengatur cara masyarakat 

diatur. Prinsip-prinsip formal menyangkut keumuman, 

kejelasan, publisitas, stabilitas, dan prospektifitas norma-norma 

yang mengatur masyarakat. Prinsip-prinsip prosedural 

menyangkut proses-proses di mana norma-norma ini 

dijalankan, dan lembaga-lembaganya seperti pengadilan dan 

peradilan independen yang dibutuhkan oleh administrasi 

mereka. Dalam beberapa hal, Rule of Law juga terdiri dari cita-

cita substantif tertentu seperti kebebasan dan penghormatan 

terhadap hak milik pribadi dan hak asasi manusia.18 

 

17  Bingham, T., The Rule of Law, London: Allen Lane, 2010, hlm. 1 
18  Andrew Harding, Theories of Law and Development, Asian Journal of 

Social Science, Vol. 46, No. 4/5, Special Issue: Continuities and Ruptures 
in Global North Legal Pressures on Global South Societies (2018), hlm. 
421 

NEGARA HUKUM YANG 

BERDAULAT 
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BAB 

3 HUKUM ISLAM DI INDONESIA 

 

A. Akar Sejarah Hukum Islam di Indonesia 

Penerapan syariah Islam di Indonesia tidak terlepas dari 

kedatangan Islam sebagai agama yang membawa ajaran-ajaran 

tauhid dan membawa seperangkat aturan hukum yang 

mengatur berbagai tata kehidupan masyarakat. Eksistensi Islam 

sebagai agama di nusantara, berakar sejarah pada kehadiran 

Islam di kawasan nusantara yang menurut sebagian ahli sejarah 

dimulai pada abad pertama hijriyah, atau pada sekitar abad 

ketujuh dan kedelapan masehi.80 Sebagai gerbang masuk ke 

dalam kawasan nusantara, kawasan utara pulau Sumatera-lah 

yang kemudian dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah 

para pendatang muslim. Secara perlahan, gerakan dakwah itu 

kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di Peureulak, 

Aceh Timur. Berkembangnya komunitas muslim di wilayah itu, 

diikuti oleh berdirinya kerajaan Islam pertama di Tanah air pada 

abad ketiga belas. Kerajaan ini dikenal dengan nama Samudera 

Pasai yang terletak di wilayah Aceh Utara.81 

Pengaruh dakwah Islam yang cepat menyebar hingga ke 

berbagai wilayah nusantara, menyebabkan beberapa kerajaan 

Islam berdiri. Tidak jauh dari Aceh berdiri Kesultanan Malaka, 

 

80  Ramly Hutabarat., Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi 
Indonesia Dan Peranannya Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta: 
Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2005, Hlm. 15 

81  Bahtiar Effendy, Islam Dan Negara; Transformasi Pemikiran Dan Praktik 
Politik Islam Di Indonesia,. Jakarta: Paramadina, 1998, Hlm. 12 

HUKUM ISLAM  

DI INDONESIA 
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BAB 

4 PERATURAN DAERAH BERBASIS SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA 

 

A. Peraturan Daerah Berbasis Syariah dalam Konstitusi 

Indonesia 

Konstitusi selalu terkait dengan paham 

konstitusionalisme dalam arti landasan pokoknya adalah 

kesepakatan umum atau persetujuan (consensus) di antara 

mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan 

berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh 

warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama 

dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan 

penggunaan mekanisme yang disebut negara.150 Sebagai negara 

yang baru lahir di pertengahan abad ke-XX (tepatnya) 17 

Agustus 1945, sebenarnya terwarisi oleh berbagai konsep 

kenegaraan dari sejumlah negara yang telah lebih dahulu 

membangun negara dan kemerdekaannya.151 

UUD sebagai konstitusi tertulis berisi nilai-nilai, prinsip-

prinsip, dan ide-ide yang disepakati bersama sebagai sumber 

referensi hukum yang tertinggi dalam penyelenggaraan 

kekuasaan suatu negara. Konstitusi sering digambarkan sebagai 

suatu kontrak sosial antar warga (social contract), atau suatu 

konsensus politik antar warga (gesamte-akt) untuk membangun 

 

150  Cecep Supriadi, Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan 
Keindonesiaan, Jurnal Kalimah Volume 13, No. 1 Maret 2015, Hlm. 7 

151 Rusli Kustiaman Iskandar, Pemilihan Umum Sebagai Implementasi 
Kedaulatan Rakyat Di Indonesia, Disertasi, Program Doktor (S-3) Ilmu 
Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, Hlm. 327 

PERATURAN DAERAH 

BERBASIS SYARIAH 

DALAM SISTEM HUKUM 

INDONESIA 
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BAB 

5 PERATURAN DAERAH BERBASIS SYARIAH DITINJAU DARI UUD 1945 

 

A. Eksistensi Perda Syariah dalam Peraturan Perundang-

Undangan di Indonesia 

Indonesia adalah Negara Hukum yang dijiwai oleh 

Pancasila dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan 

bernegara, sehingga walaupun bukan merupakan negara agama 

juga bukan merupakan negara sekuler apalagi negara atheis, 

akan tetapi merupakan Negara Hukum Indonesia, dimana 

terdapat hubungan yang erat antara negara dengan agama, 

sehingga dalam hal ajaran agama yang memerlukan campur 

tangan negara, maka hal tersebut harus diatur dalam peraturan 

perundang-undangan, dan ditindaklanjuti dengan berbagai 

kebijakan pemerintah. 

Gagasan awal untuk memperkuat pelaksanaan Otonomi 

Daerah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian 

diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan 

sekarang diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam bingkai Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejatinya adalah 

dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial 

masyarakat dengan ciri utama partisipasi seluruh masyarakat 

dan keterbukaan informasi oleh penyelenggara pemerintahan 

daerah kepada masyarakat. Atau dengan kata lain adalah untuk 

mempercepat tercapainya cita-cita dan tujuan Negara 

PERATURAN DAERAH 

BERBASIS SYARIAH 

DITINJAU DARI  

UUD 1945 
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BAB 

6 PENUTUP 

 

Kewenangan daerah dalam membuat perda syariah 

merupakan pengejawantahan dari pasal 29 ayat 1 dimana baik 

secara eksplisit maupun implisit konstitusi Indonesia mengakui 

hukum agama sebagai salah pilar terpenting dalam konstitusi 

Indonesia. Berkaitan dengan hal itu kewenangan daerah dalam 

membuat perda syariah diatur lebih lanjut dalam Undang-undang 

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.  

Implementasi perda syariah di Indonesia merupakan 

pengejawantahan dari agama, social, kultur dan kearifan lokal 

daerah yang pastinya berbeda-beda disetiap daerah oleh karena itu 

perda syariah sendiri mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan 

dengan perda pada umumnya. Perda syariah sendiri pada 

umumnya mengatur hal-hal yang bersifat moralitas, Ibadah dan 

kesusilaan. Karakteristik perda syariah di daerah otonomi khusus 

dan daerah otonom pada umumnya berbeda. Perbedaan ini 

dikarenakan aspek yuridis di antara kedua bentuk daerah tersebut. 

Untuk Daerah otonomi khusus perda syariah yang dihasilkan 

murni bersumber dari hukum islam baik dalam norma dan sanksi. 

Sedangkan untuk daerah otonom pada umumnya perda syariah 

yang dihasilkan tidak murni bersumber dari hukum islam karena 

dalam penerapan sanksi masih menggunakan hukum positif 

(KUHP).  

Kewenangan daerah dalam membuat perda syariah di 

Indonesia harus ditegaskan secara jelas dalam sistem hukum 

Indonesia. Walaupun konstitusi secara implisit mempunyai 

hubungan yang tidak terpisahkan dengan agama akan tetapi pada 

PENUTUP 
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